
LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN KUTAI TIMUR

TAHUN 2018 NOMOR 4

PERATURANDAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN

ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan

daerah yang terbuka, transparan, dan bertanggungjawab,r

maka diperlukan adanya suatu pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten

Kutai Timur;

Mengingat

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai

Timur Tahun Anggaran 2017;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang ...



]
Menimbang

Mengingat

BUPATI KUTAITIMUR

PROVINSI KALIMANTANTIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATENKUTAITIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN

ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN2017

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAITIMUR,

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan

daerah yang terbuka, transparan, dan bertanggungjawab,

maka diperlukan adanya suatu pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten

Kutai Timur;

b. babwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tabun

2015 tentang Perubaban Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai

Timur Tabun Anggaran 2017;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambaban Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang ...



-2 -

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Naunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),

sebagaimana ...
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sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);

13. Peraturan ...
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 13 Tahun 2006

ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diu bah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Peru bah an kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan

Kepala Daerah ten tang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor

7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2016;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nemer 11

Tahun 2016 tentang Peru bah an Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor

12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2017;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun

2017 ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENKUTAITIMUR

dan

BUPATI KUTAITIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAHTAHUNANGGARAN2017.

Pasall ...
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Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan

keuangan memuat:

a. laporan realisasi anggaran;

b. neraca;

c. laporan arus kas; dan

d. catatan atas laporan keuangan.

(2) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana

dimaksud ayat (1) termasuk dokumen pendukung yang

dimuat dalam lampiran.

Pasa12

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal

1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp 2.313.030.073.128,44

b. Belanja Rp 2.298.878.923.117,72

14.151.150.010,72Surplus/ defisit Rp

c. Pembiayaan

- penerimaan Rp

- pengeluaran Rp

Pembiayaan Netto Rp

16.944.834.473,08

000

16.944.834.473,08

Pasal3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada

Pasal2 adalah sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

Rp (450.750.583.874,56) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan Rp 2.763.780.657.003,00

setelah peru bahan

b. Realisasi Rp

Selisih lebih/ (kurang) Rp

2.313.030.073.128,44

(450.750.583.874,56)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp

(525.007.579.227,28) dengan rincian adalah sebagai

berikut:

a. Anggaran ...
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a. Anggaran belanja

setelah perubahan

b. Realisasi

Selisih lebih/ (kurang)

Rp 2.823.886.502.345,00

Rp

Rp

2.298.878.923.117,72

(525.007.579.227,28)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplua/defisit sejumlah

Rp 74.256.995.352,72 dengan rincian adalah sebagai

berikut:

a. Surplus/defisit setelah

peru bah an Rp

b. Realisasi Rp

Selisih lebih/(kurang) Rp

(60.105.845.342,00)

14.151.150.010,72

74.256.995.352,72

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan

sejumlah Rp (43.161.010.868,92) dengan rincian sebagai

berikut:

a. Anggaran penerimaan

pembiayaan setelah

perubahan Rp 60.105.845.342,00

b. Realisasi Rp 16.944.834.473,08

Selisih lebih / (kurang) Rp (43.161.010.868,92)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan

sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran

pembiayaan setelah

perubahan Rp 0,00

b. Realisasi Rp 0,00

Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto

sejumlah Rp (43.161.010.868,92) dengan rincian adalah

sebagai beriku t:

a. Anggaran pembiayaan Rp

netto setelah

perubahan

b. Realisasi Rp

Selisih lebih / (kurang) Rp

60.105.845.342,00

16.944.834.473,08

(43.161.010.868,92)

Pasal4 ...
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Pasa14

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b

per 31 Desember Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah aset

b. Jumlah kewajiban

c. Jumlah ekuitas dana

Pasal5

Rp

Rp

Rp

9.654.516.664.765,83

1.274.384.203.031,98

8.380.132.461.733,85

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31

Desember Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per Rp 34.689.144.537,64

1Januari Tahun 2017

b. Arus kas bersih dari Rp 620.922.127.004,92

aktivitas operasi

c. Arus kas bersih dari Rp (606.770.976.994,20)

aktivitas investasi

d. Arus kas bersih dari

akivitas pendanaan

e. Arus kas bersih dari

aktivitas transitoris

f. Saldo kas akhir per

31Desember Tahun 2017

Pasal6

Rp 0,00

Rp (15.169.963.814,32)

Rp 33.670.330.734,04

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal

1 ayat (1) huruf d memuat informasi baik secara kuantitatif

maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana

dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) diuraikan menjadi beberapa

lampiran, yakni:

a. Lampiran I Laporan realisasi anggaran, terdiri

atas:

Lampiran 1.1 ...



Lampiran 1. 1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran 1.5

b. Lampiran II

c. Lampiran III

d. LampiranIV

e. Lampiran V

f. Lampiran VI

g. Lampiran VII

h. Lampiran VIII

1. LampiranIX

J. Lampiran X

k. Lampiran XI

L Lampiran XII
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Ringkasan laporan realisasi anggaran

menurut urusan pemerintahan daerah

dan organisasi;

Rincian laporan realisasi anggaran

menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, pendapatan belanja, dan

pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja

daerah menurut urusan pemerintahan

daerah organisasi, program, dan

kegiatan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja

daerah untuk keselarasan dan

keterpaduan urusan pemerintahan

daerah dan fungsi dalam kerangka

pengelolaan keuangan negara;

Daftar jumlah pegawai PNS
berdasarkan eselon dan non eselon;

Laporan peru bahan saldo anggaran

lebih;

Laporan operasional;

Laporan perubahan ekuitas;

Neraca;

Laporan arus kas;

Catatan atas laporan keuangan;

Daftar rekapitulasi piutang daerah;

Daftar rekapitulasi penyisihan piutang

tidak tertagih;

Daftar rekapitulasi dana bergulir dan

penyisihan dana bergulir;

Daftar penyertaan modal (investasi)

daerah;

Daftar

rekapitulasirealisasipenambahan dan

pengurangan aset tetap daerah;

m.Lampiran XIII ...



Lampiran I. 1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran 1.5

b. Lampiran II

c. Lampiran III

d. LampiranIV

e. Lampiran V

f. Lampiran VI

g. Lampiran VII

h. Lampiran VIII

1. Lampiran IX

J. Lampiran X

k. Lampiran XI

1. Lampiran XII
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Ringkasan laporan realisasi anggaran

menurut urusan pemerintahan daerah

dan organisasi;

Rincian laporan realisasi anggaran

menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, pendapatan belanja, dan

pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja

daerah menurut urusan pemerintahan

daerah organisasi, program, dan

kegiatan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja

daerah untuk keselarasan dan

keterpaduan urusan pemerintahan

daerah dan fungsi dalam kerangka

pengelolaan keuangan negara;

Daftar jumlah pegawai PNS

berdasarkan eselon dan non eselon;

Laporan perubahan saldo anggaran

lebih;

Laporan operasional;

Laporan perubahan ekuitas;

Neraca;

Laporan arus kas;

Catatan atas laporan keuangan;

Daftar rekapitulasi piutang daerah;

Daftar rekapitulasi penyisihan piutang

tidak tertagih;

Daftar rekapitulasi dana bergulir dan

penyisihan dana bergulir;

Daftar penyertaan modal (investasi)

daerah;

Daftar

rekapitulasirealisasipenam bahan dan

pengurangan aset tetap daerah;

m.Lampiran XIII ...



m. Lampiran XIII

n. Lampiran XIV

o. Lampiran XV

p. Lampiran XVI

q. Lampiran XVII

r. Lampiran XVIII

s. Lampiran XIX

t. Lampiran XX
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Daftar rekapitulasi aset tetap;

Daftar reakpitulasi konstruksi dalam

pengerjaan;

Daftar rekapitulasi aset lainnya;

Daftar dana cadangan daerah;

Daftar kewajiban jangka pendek;

Daftar kewajiban jangka panjang;

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum

diselesaikan sampai akhir tahun dan

dianggarkan kembali dalam tahun

anggaran beriku tnya;

Ikhtisar

usaha

daerah.

laporan

milik

keuangan badan

daerah/perusahaan

Pasa18

Penjabaran rincian Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2017 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasa19

Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiaporangmengetahuinya,memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah.

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 27 Agustus 2018
SEKRETARlS DAERAH
KABUPATENKUTAITIMUR,

Ditetapkan di Sangatta

pada tanggal 27 Agustus 2018

IS

AH
DAERAHKABUPATENKUTAITIMUR TAHUN 2018 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI
KALIMANTANTIMUR :


